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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Manajemen Risiko 

1. Pengertian Manajemen Risiko 

Sebagian pengamat mengartikan manajemen secara sederhana sebagai 

alat untuk merealisasikan tujuan umum. Lebih luas manajemen diartikan 

sebagai suatu aktifitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, 

pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap 

pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam 

suatu proyek. Tujuannya adalah hasil yang ditargetkan dapat tercapai 

dengan cara yang efektif dan efisien.24 

Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan 

suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang: risiko 

adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.25 

Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang 

esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Subjek 

                                                           
24 Ibid., hal 14. 
25 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko …, hal. 4. 
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risiko begitu kompleks terdapat dalam bidang yang berbeda, sehingga tak 

mengherankan jika terdapat berbagai pengertian yang berbeda pula.26 

Pada dasarnya risiko yang dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok 

besar, yaitu risiko finansial dan risiko non finansial. Risiko finansial 

terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat 

risiko yang terjadi. Pada sisi lain, risiko non finansial terkait kepada 

kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang 

hilang. Dampak finansial dari risiko non finansial tidak langsung 

dirasakan. Kasus seperti kehilangan nasabah dan kehilangan bisnis akibat 

risiko yang terjadi tidak langsung membuat bank menjadi rugi. Namun 

pada gilirannya, risiko non finansial berpotensi untuk menimbulkan 

kerugian finansial.27 

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan 

sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan 

solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung 

pada setiap aktifitas atau proses.28 Setiap lembaga keuangan termasuk 

bank, harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat di 

                                                           
26 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Cetakan 14, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal 19-

20. 
27 Ibid., hal. 23-24. 
28 Ibid., hal. 5. 
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salam pengelolaan dana simpanan, portofolio aktiva produktif, dan 

kontrak off balance sheet.29 

Masing-masing risiko dalam kegiatan usaha bank saling 

mempengaruhi sehingga dapat meningkatkan intentas risiko atau malah 

saling mengurangi satu sama lain, misalnya pengaruh dari risiko 

operasional terhadap risiko kredit, atau keterkaitan antara risiko pasar 

dengan risiko kredit. Dalam pelaksanaan manajemen risiko perlu 

mengintegrasikan seluruh kegiatan manajemen risiko pada level bank 

sehingga risiko dapat dikelola secara konsisten dalam seluruh unit kerja 

dan interaksi dari berbagai jenis risiko serta dampak yang ditimbulkan 

dapat dipahami dan dipertimbangkan ketika akan mengambil suatu 

keputusan strategis dan penting.30 

2. Hubungan Regulasi Perbankan dan Manajemen Risiko 

Beberapa pertimbangan tentang perlunya diterapkan regulasi 

manajemen risiko perbankan antara lain: 

a. Komoditas uang dan sarat perikatan. Aktifitas bank dalam 

memberikan layanan dan penawaran produk adalah uang. Kepemilikan 

uang, hak, dan kewajiban atas uang pada saat awal transaksi, serta hak 

dan kewajiban atas uang pada akhir transaksi merupakan kesepakatan 

antara bank dan nasabahnya. Kesepakatan berupa perikatan secara 

                                                           
29 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, 

Cetakan 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 942. 
30 Ibid., hal. 945. 
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benar harus dilakukan pada awal transaksi untuk mengikat para pihak 

dan menghindari persengketaan. Untuk mencegah kesimpangsiuran 

yang dapat menimbulkan persengketaan, diperlukan regulasi agar 

kesepakataan antara bank dan nasabah berlaku secara umum. 

b. Rasio utang berbanding modal. Bank adalah suatu institusi yang 

sebagian besar pasivanya adalah kewajiban atau utang. Mengingat 

besarnya utang yang dikelola oleh bank, maka diperlukan regulasi 

yang mengatur perbandingan antara utang dan modal. Jika tidak diatur 

dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah besar 

berkaitan dengan ketidakmampuan dalam membayar utang-utangnya. 

c. Ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban. 

Ketidakmampuan bank dalam meyelesaikan kewajiban (insolvency) 

merupakan suatu keadaan di mana bank tidak mampu membayar 

kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dampak insolvency suatu bank 

secara sistematik dapat menimbulkan efek domino terhadap bank lain 

hingga akhirnya menimbulkan dampak buruk pada perekonomian 

secara keseluruhan. Krisis likuiditas yang merupakan 

ketidaktersediaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek sering kali menjadi penyebab awal insolvency. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bagi penyelamatan 

industri perbankan secara keseluruhan dan perekonomian guna 
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penyelamatan atas efek domino dari bank yang mengalami krisis 

insolvency. 

d. Stabilitas Keuangan. Stabilitas keuangan didefinisikan sebagai 

pemeliharaan situasi yang terkait dengan kapasitas lembaga keuangan 

dan pasar untuk memobilisasi dana dari surplus unit secara efisien, 

menyediakan likuiditas, serta mengalokasikan investasi tanpa masalah. 

e. Stabilitas moneter. Pembuatan regulasi perbankan oleh pemerintah 

juga didasarkan agar tercapainya stabilitas moneter. 

f. Persaingan antar bank. Perkembangan produk dan layanan bank telah 

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perbankan diseluruh 

dunia berlomba-lomba untuk mengembangan produk dan kemampuan 

teknologinya dalam rangka memenangkan persaingan untuk 

mendapatkan dan mempertahankan nasabah-nasabahnya. Jika 

perkembangan produk dan pelayanan dibiarkan tanpa diatur oleh 

otoritas, maka akan terjadi upaya untuk memanfaatkan sebesar-

besarnya setiap peluang tanpa peduli dengan risikonya.31 

3. Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko secara berkesinambungan belangsung tanpa 

henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi 

identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta 

melakukan monitor dan pelaporan risiko. 

                                                           
31 Ibid., hal. 946-947. 
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a. Identifikasi dan Pemetaan Risiko: 1) Menetapkan kerangka kerja 

untuk penerapan strategi risiko secara keseluruhan; 2) Menentukan 

definisi kerugian; 3) Menyusun dan melakukan penerapan mekanisme 

pengumpulan data; 4) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori 

risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.  

b. Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko: 1) Aplikasi teknis 

permodalan dalam mengukur risiko; 2) Perluasan dengan 

memanfaatkan tolok ukur (benchmarking), permodelan (modeling), 

dan peramalan (forecasting) yang berasal dari luar 

organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari 

praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri (best 

practice). 

c. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko: 1) 

Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite), apakah manejemen 

secara umum terdiri dari penghindar risiko (risk aveter), penerima 

risiko sewajarnya (risk natural), dan pencari risiko (risk seeker); 2) 

Identifikasi visi strategik (strategic vision) dari organisasi.  

d. Solusi Risiko/ Penerapan Tindakan Terhadap Risiko: 1) Hindari 

(Avoidance), yaitu keputusan yang diambil adalah tidak melakukan 

aktivitas yang dimaksud; 2) Alihkan (Transfer), membagi risiko 

dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus 

dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh; 3) Mitigasi 
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Risiko (Mitige Risk), menerima risiko pada tingkat tertentu dengan 

melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, 

kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas 

dan risikonya; 4) Menahan Risiko Residual (Retention of Residual 

Risk), menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang 

dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan 

penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.  

e. Pemantauan dan Pengkinian / Kaji Ulang Risiko dan Kontrol: 1) 

Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa startegi manajemen 

risiko telah diterapkan dan berjalan dengan baik; 2) Lakukan 

pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi 

terhadap penerapan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke 

dalam strategi risiko keseluruhan.  

Aktivitas bank sangat melekat dengan risiko. Maka setiap regulasi 

yang dibuat untuk industri perbankan akan selalu dikaitkan dengan 

manajemen risiko. Oleh karena itu bank harus dijalankan dengan prinsip 

kehati-hatian (prudent). Relevansi antara bisnis bank dengan risiko-risiko 

yang melekat pada bisnis serta regulasi yang harus ditaati bank terkait 

dengan manajemen risiko.  

Bank harus dikelola secara hati-hati untuk meminimalisir risiko. 

Untuk itu, dibuat berbagai regulasi yang menekankan pada prinsip kehati-

hatian. Namun, bank diizinkan untuk mengambil risiko yang sejalan 
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dengan tujuan bisnisnya. Atas setiap risiko yang diambil harus disediakan 

modal penyangganya. Oleh karena itu, dibuatlah regulasi yang mengatur 

Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang sesuai dengan 

risiko-risiko yang diambil oleh bank.32 

B. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah 

aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses 

penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan 

kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas 

ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna untuk 

mengoptimalkan nilai keuntungan. Pelaku bisnis dalam menjalankan 

bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki 

modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain seperti 

bank, untuk mendapatkan suntikan dana atau penambahan modal dengan 

melakukan pembiayaan.33 

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

                                                           
32 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko…, hal. 7-9. 
33 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.( Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 

2016), hlm 40. 
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pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan. 

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau 

istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktifa produktif adalah 

penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing 

dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Islam, 

penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, 

dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadhiah.34 

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai 

dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan 

bagi kedua belah pihak.35 Allah berfirman dalam Q. S. An-Nisaa’ ayat 29: 

َلَّذِينََءَاٱي ُّهَاَيَََٰٓ
أ
وَلََََرةًََعَنَْتراََضٍَمِنْكُمَْ أَنَتَكُونََتَََِٰطِلَِإِلَََّٓبَٰلَأٱَنَكُمَبَِلَكُمَبَ ي أَوََٰاَْأمَأَكُلُوَٓمَنُواَْلَََتَ

كََانََبِكُمأَٱإِنَََّاَْأنَفُسَكُمأَ تُ لُوَٓتَ قأَ  ٢٩ََ.رَحِيماًََللَََّّ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.36 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah melarang mengambil 

harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan 

jalan perniagaan (berwirausaha) yang berlaku dengan suka sama suka 

Allah memberbolehkan hal tersebut bahkan dianjurkan. Kemudian Allah 

                                                           
34 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking…, hal. 681. 
35 Ibid., hal. 698. 
36 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Al- Jumanatul ‘Ali, 

(Bandung: J-Art, 2004), hal. 5. 
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menjelaskan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau 

berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan, karena jual 

beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau 

penggantinya.37 

2. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan 

untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: a) 

Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak apat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. Dengan begitu masyarakat dapat meningkatan akses 

ekonomi mereka; b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: 

untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambaha 

dapat diperoleh dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan 

melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 

kepada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan; c) 

Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. 

Sebab upaya produksi tidak akan jalan jika tanpa adanya dana; d) 

Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut 

                                                           
37 Veithzal Rivai, Islamic Banking…, hal. 699. 
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akan menyerap tenaga kerja; e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: 

masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti 

mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan 

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. jika ini terjadi maka akan 

terdistribusi pendapatan.38 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: a) 

Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki 

tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Setiap pengusaha 

mampu mencapai laba maksimal untuk memperoleh tersebut maka harus 

adanya dukungan dana yang cukup; b) Upaya meminimalkan risiko, 

artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, 

maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang akan timbul. 

Dengan itu risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui 

tindakan pembiayaan; c) Penyalahgunaan sumber ekonomi, artinya: 

sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing 

antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya 

modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, tetapi 

sumber daya modalnya tidak ada, maka diperlukannya pembiayaan. 

Dengan itu pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna 

sumber-sumber ekonomi; d) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam 

kehidupan masyarakat adanya pihak yang kelebihan dana dan ada juga 

                                                           
38 Muhammad, Manajemen Pembiayaan…,  hal. 17. 
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masyrakat yang kekurangan dana. Dalam kaitannya ini mekanisme 

pembiayaan dapat menjadi jembatan untuk menyeimbangkan hal 

tersebut.39 

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan 

merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan 

pembiayaan dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan stakeholder, 

yakni: a) Pemilik, mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana 

yang ditanamkan pada bank tersebut; b) Pegawai, mengharapkan dapat 

memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya; c) Masyarakat: (1) 

Pemilik dana, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan 

diperoleh bagi hasil; (2) Debitur yang bersangkutan, terbantu guna 

menjalankan usahanya (sektor produksi) atau terbantu untuk pengadaan 

barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif); (3) Masyarakat 

umum atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang 

dibutuhkannya; d) Pemerintah, terbantu dalam pembiayaan pembangunan 

negara da perolehan pajak (pajak berupa penghasilan atas keuntungan 

yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan); e) Bank, 

diharapkan bank dapat meneruskan jaringan usahanya, sehingga semakin 

banyak masyarakat yang dapat dilayaninya dan percaya pada bank 

tersebut.40 

                                                           
39 Muhammad, Manajemen Pembiayaan…, hal. 18. 
40 Ibid., hal. 18-19. 
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3. Fungsi Pembiayaan 

Sesuai dengan tujuan pembiayaan, menurut Sinungan pembiayaan 

secara umum memiliki fungsi untuk: 

a. Meningkatkan daya guna uang. Para penabung menyimpan uangnya di 

bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam 

persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu 

usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menggunakan 

pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik dari segi 

peningkatan produksi, perdagangan. Secara mendasar melalui 

pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara 

menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidaklah 

diam atau idle sehingga adanya kegiatan yaitu dana tersebut disalurkan 

untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha 

maupun kemanfaatan bagi masyarakat. 

b. Peningkatan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan 

bank dapat memproduksi bahan adi sehingga utility dari bahan 

tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra 

dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng, 

peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan 

sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat 

memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke 

tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang 
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dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang 

itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu. 

Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh 

keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka 

memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan. 

c. Meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui 

rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan 

peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, 

promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal 

maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan 

suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah 

baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. 

d. Menimbulkan kegairahan berusaha. Pengusaha akan selalu 

berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan 

atau suntikan dana guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan 

yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk 

memperbesar volume usaha dan produktivitasnya atau meningkatkan 

produktivitasnnya.  

e. Stabilitas ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat 

langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha 

untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus 
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inflasi dan terlebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi maka 

pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan 

harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu 

pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas 

yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. 

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para 

usahawan yang memperoleh pembiayaan tentunya berusaha untuk 

meningkatkan usahanya. Sehingga meningkatnya profit yang 

diperoleh usahawan tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau 

direncanakan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila 

keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata 

dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan 

berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat 

berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak 

pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan 

ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Apabila 

rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan 

mengalami peningkstsn pendapatan, maka pendapatan negara via 

pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan 
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devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau 

tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.41 

4.  Jenis-Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua aspek, yakni:  

a. Pembiayaan menurut tujuan: 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu 

pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal dalam rangka 

pengembangan usaha; 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan 

yang bertujuan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang 

konsumtif. 

b. Pembiayaan menurut jangka waktu: 1) Pembiayaan jangka waktu 

pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 

dengan 1 tahun; 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan 

yang dilakukan dengan waktu 1 tahun smpai dengan 5 tahun; 3) 

Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan 

dengan waktu lebih dari 5 tahun.42 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua 

yaitu:  

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 

                                                           
41 Ibid., hal. 19-20. 
42 Muhammad, Manajemen Pembiayaan…, hal. 48 
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investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu 

pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.  

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan..43 

Jenis pembiayaan pada bank syariah, akan diwujudkan dalam bentuk 

aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Aktiva produktif pada bank 

syariah akan dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut: (1) 

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berupa mudharabah dan 

musyarakah; (2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) berupa 

murabahah, salam,dan istishna’; (3) Pembiayaan dengan prinsip sewa 

berupa ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina, surat berharga 

syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, 

transaksi rekening administratif, dan Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia 

(SWBI).  

Aktiva non produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan 

adalah suatu bentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman Qardh. 

Qardh atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank 

syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam 

                                                           
43 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga, (Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2007), hal. 63.   
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melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu 

tertentu.44 

5. Proses Pembiayaan 

Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang 

berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return 

sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Oleh karena itu, pada 

dasarnya penerapan manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada 

awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi. Operasional 

pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian 

pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan 

pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, 

penyelesaian pembiayaan bermasalah.45 

Prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Permohonan Pembiayaan 

Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari 

nasabah kepada officer bank. Permohonan juga dapat dilakukan secara 

lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan 

permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud 

layak dibiayai. 

  

                                                           
44 Muhammad, Manajemen Pembiayaan…, hal. 24-25. 
45 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis…, hal. 145. 
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b. Pengumpulan Data dan Investigasi  

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan 

tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang 

diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha 

nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara 

lain: (1) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai 

dengan ketentuan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui 

orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. 

Data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengambil 

keputusan seperti KTP dan paspor; (2) Legalitas usaha diperlukan 

untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud; 

(3) Identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman 

pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini 

sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.; (4) Laporan 

keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan 

pengalaman usaha; (5) Past performance 1 tahun terakhir juga 

diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan. Hal ini dapat tercermin 

dari mutasi rekening koran calon nasabah; (6) Bisnis plan diperlukan 

untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika 

terjadi hal-hal di luar kendali; (7) Data objek pembiayaan dibutuhkan 

karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan produktif; (8) 

Data jaminan harus betul-betul meng-cover pembiayaan tersebut 
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sehingga data jaminan harus meliputi harga objek jaminan dan 

lokasinya serta dilengkapi dengan foto objek jaminan.46 

c. Analisa Pembiayaan 

Analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang 

dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, 

kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan 

menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang 

tersedia untuk meng-cover permohonan pembiayaan.47 Dalam 

menganalisa pembiayaan, pihak bank seringkali menggunakan prinsip 

penilaian yang dikenal dengan 5C+1S, yaitu: 

1) Character: penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon 

penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan 

kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi 

kewajibannya.48 Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah 

fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad 

buruk. Pihak bank harus memastikan bahwa calon nasabah 

memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen 

terhadap pembayaran angsuran pembiayaannya. Untuk 

menguatkan analisa calon nasabah, maka pihak bank dapa 

                                                           
46 Ibid., hal. 145-164. 
47 Veithzal Rivai, et, al, Bank and Financial…, hal. 457.   
48 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hal 175. 
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melakukan hal seperti: wawancara kepada calon nasabah dan 

orang lain yang mengenal nasabah, melakukan BI checking, dan 

bank checking yang dilakukan secara personal antara sesama 

officer bank. Biasanya officer bank dalam penilaian karakter sudah 

dibekali atau diberikan pelatihan akan hal tersebut, sehingga 

officer dapat mengenali karakter nasabah dengan baik.49 

2) Capacity: penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima 

pembiayaan untuk melakukan pembayaran.50 Untuk melakukan 

penilaian dapat dilakukan dengan memperhatikan angka-angka 

produksi, penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi 

perusahaan, dan leporan keuangan perusahaan.51 

3) Capital: penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh 

calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan 

secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan 

penekanan pada komposisi modalnya.52 Bank dapat melakukan 

analisa terhadap neraca sedikitnya dua tahun terakhir, melakukan 

analisa likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan 

yang akan dibiayai.53 

                                                           
49 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis…, hal. 144.  
50 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.175. 
51 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis…, hal. 144. 
52 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.175. 
53 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis…, hal. 145. 
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4) Collateral: jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. 

Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu 

resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat 

dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.54 Beberapa azaz yang 

harus dipenuhi agar suatu benda bisa dijadikan jaminan yang 

dikenal dengan MAST Principles, meliputi: a) marketability: 

adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dan 

dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas jaminan 

tersebut cukup banyak tanpa harus membanting harga; b) 

ascertainability of value: jaminan tersebut memiliki suatu standar 

harga tertentu; c) stability of value:  jaminan harus memiliki harga 

yang stabil dan tidak merosot agar hasil penjualan dari jaminan 

tersebut bisa mengcover total pembiayaannya; d) transferability: 

jaminan harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun 

yuridis.55 

5) Condition. Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang 

terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan 

dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima 

pembiayaan.56 Untuk melaksanakan analisa kondisi, maka pihak 

                                                           
54 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.175. 
55 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung: 

ALFABETA, 2008), hal. 86-87. 
56 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.175. 
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bank dapat memperhatikan keadaan ekonomi yang akan 

mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha 

calon nasabah dibandngkan dengan usaha sejenis yang lain dengan 

ini pihak bank dapat langsung melihat atau memastikan lokasi 

usaha nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, 

prospek usaha di masa yang akan datang, dan kebijakan 

pemerintah yang mempengaruhi prospek industri yang akan 

dibiayai.57 

6) Syariah. Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha 

yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar 

syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh 

menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya”.58 

d. Persetujuan Pembiayaan.  

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya 

sebuah pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan ini juga 

tergantung pada kebijakan Komite Pembiayaan bank. Di dalam 

Komite Pembiayaan ini, officer bank akan mempertahankan proposal 

bisnisnya. Komite Peembiayaan merupakan tingkat paling akhir dalam 

melakukan prsetujuan proposal pembiayaan. karena itu, hasil dari 

                                                           
57 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis…, hal. 146. 
58 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.175. 
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Komite Pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun 

persetujuan pembiayaan. 

e. Pengumpulan data tambahan 

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi 

persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite 

Pembiayaan. pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dari 

indikasi utama tindak lanjut pencairan pembiayaan. 

f. Pengikatan 

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah 

proses pengikatan, baim pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan 

jaminan. Secara umum, pengikatan terdiri dari dua macam yaitu 

pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariil. Pengikatan di 

bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan 

antara bank daan nasabah. Sedangkan pengikatan notariil adalah 

proses penaandatanganaan akad yang disaksikan oleh notaris. 

g. Pencairan 

Sebelum dilakukan proses pencairan, maka harus dilakukan 

pemeriksaan kembali terhadap semua kelengkapan yang harus 

dipenuhi sesuai dengan disposisi Komite Pembiayaan pada proposal 

pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses 

pencairan pembiayaan bisa dilakukan. 
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h. Monitoring  

Proses selanjutnya adalah monitoring terhadap nasabah yang 

tertuang juga pada pengendalian internal bank. Bagi officer bank 

syariah, pada saat memesuki tahap ini maka sebenarnya risiko 

pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan dilakukan. Monitoring 

dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha 

dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi 

tidak tercapainya target, maka officer bank harus segera melakukan 

tindakan penyelaamatan. Tindakan penyelamatan awal yang bisa 

dilakukan adalah dengan turun langsung ke lapangan menemui 

nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh 

nasabah, untuk kemudian memberikan advice penyelesaian 

masalah.59 

6. Risiko Pembiayaan 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya 

kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam 

perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit. 

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan 

(default) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak 

                                                           
59 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis…, hal. 153-154. 
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dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas 

kredit nasabah.60  

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali 

cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau 

investasi yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. 

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya 

bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu 

dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian 

kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko 

usaha yang dibiayainya.61 

Risiko pembiayaan yang merupakan penyebab terjadinya pembiayaan 

macet bisa timbul karena beberapa faktor. Adiwarman Karim menjelaskan 

timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:  

a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah 

pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi: (1) Over trading terjadi 

ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan 

dukungan modal yang kecil (too much business volume with too little 

capital); (2) Adverse trading terjadi ketika nasabah mengembangkan 

bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap 

                                                           
60 Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2006), hal. 260. 
61 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Cetakan II, (Yogyakarta: Unit Penerbi dan 

Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 358. 
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(fixed cost) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang 

tingkat volume penjualannya tidak stabil; (3) Liquidity run terjadi 

ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan 

sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan 

oleh alasan yang tidak terduga. 

b. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah 

perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang 

berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala 

besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank 

dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para suplier 

pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol 

suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun 

demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, 

misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, 

dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.  

c. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat tiga macam 

risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu: (1) Analisis 

pembiayaan yang keliru. Risiko ini terjadi bukan karena perubahan 

kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah 

yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi 

adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan 

keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia; (2) 
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Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang 

memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi 

keuangan perusahaan; (3) Karakter nasabah. Terkadang nasabah dapat 

memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. 

Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk 

membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang 

karakter bank.62  

Risiko pembiayaan dapat ditekan dengan cara memberikan batas 

wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan 

kapabilitasnya (authorized limit) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan 

yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (credit line 

limit), serta melakukan disersivikasi.63 

7. Manajemen Risiko Pembiayaan 

Investasi bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah 

aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah 

bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung 

risiko yang minimal. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan 

dengan melakukan manajemen risiko secara baik.  

                                                           
62 Adiwarman Karim, Bank Islam…, hal 270-272. 

63 Ibid., hal 172. 
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Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan 

(screening) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika 

pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian risiko pembiayaan dapat 

dilakukan dengan memberikan perlakuan (treathment) yang sesuai dengan 

karakter nasabah maupun proyek. Dengan demikian, manajemen risiko 

pembiayaan di bank syariah sangatlah berkaitan dengan risiko karakter 

nasabah dan risiko karakter proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-

hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara risiko proyek 

berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.64 

Guna meminimalisir risiko pembiayaan yang mungkin bisa terjadi, 

maka bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko melalui beberapa 

proses, antara lain:  

a. Identifikasi risiko pembiayaan: (1) Sistem untuk melakukan 

identifikasi risiko pembiayaan harus mampu menyediakan 

informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi 

portofolio pembiayaan; (2) Bank perlu mempertimbangkan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko portofolio pada 

waktu yang akan datang; (3) Bank perlu mempertimbangkan hasil 

penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan pada analisis terhadap 

prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar 

debitur; (4) Ketika bank mengidentifikasi risiko pembiayaan untuk 

                                                           
64 Muhammad, Manajemen Bank …, hal. 365. 
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kegiatan industri dan investasi, maka bank harus memperhatikan 

karakteristik instrumen, likuiditas pasar, dan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi risiko. 

b. Pengukuran risiko pembiayaan 

1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk 

melakukan pengukuran risiko, dengan melakukan: (a) 

Sentralisasi eksposur neraca dan rekening administratif yang 

mengandung risiko pembiayaan; (b) Penilaian perbedaan 

kategori risiko pembiayaan harus dipahami oleh pihak bank; 

(c) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap 

untuk tujuan pemantauan satuan kerja terkait. 

2) Sistem pengukuran risiko pembiayaan setidaknya 

mempertimbangkan: (a) Karakteristik setiap jenis transaksi 

yang terekspos risiko pembiayaan; (b) Kondisi keuangan 

debitur; (c) Jangka waktu pembiayaan yang dikaitkan dengan 

perubahan potensial yang terjadi dipasar; (d) Aspek jaminan, 

agunan dan atau garansi; (e) Potensi terjadinya gagal bayar; (f) 

Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan 

3) Bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan 

pemeringkatan internal harus melakukan pemutakhiran data 

secara berkala.  
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4) Bank yang menggunakan isitem pemeringkatan internal, harus 

menyesuaikan sistem tersebut dengan karakteristik portofolio, 

besaran, dan kompleksitas dari aktivitas bisnis bank. 

5) Salah satu model yang dapat digunakan bank adalah 

metodologi statistik/probabilitas untuk mengukur risiko yang 

berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi risiko 

pembiayaan, seperti scoring tools. 

6) Apabila terdapat eksposur risiko yang besar atau transaksi yang 

relatif kompleks, maka proses pengambilan keputusan 

transaksi risiko pembiayaan tidak hanya didasarkan pada 

sistem tersebut, tetapi juga harus didukung sarana pengukuran 

risiko pembiayaan yang lainnya. 

7) Bank harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi 

lainnnya yang digunakan pada sistem tersebut, termasuk 

perubahannya, serat dokumentasi tersebut harus dimutakhirkan 

secara berkala. 

8) Penerapan sistem ini harus mendukung proses pengambilan 

keputusan, independen terhadap kemungkinan rekayasa yang 

akan mempengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang 

layak dan efektif, serta dikaji ulang oleh satuan kerja yang 

independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan sistem 

tersebut.  
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c. Pemantauan risiko pembiayaan: (1) Bank harus mengembangkan 

dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang 

komprehensifuntuk memantaukomposisi dan kondisi setiap debitu 

terhadap seluruh portofolio pembiayaan bank syariah; (2) Prosedur 

pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi aset bermasalah 

ataupun transaksi lainnya; (3) Sistem pemantau pembiayaan 

dilakukan secara efektif; (4) Dalam pelaksanaan pemantauan 

eksposur risiko pembiayaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko 

(SKMR) harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko 

pembiayaan secara berkala, temasuk faktor penyebabnya, dan 

menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) dan 

direksi.  

d. Pengendalian risiko pembiayaan: (1) Bank harus memastikan 

bahwa satuan kerja yang melakukan transaksi yang terekspos 

risiko pembiayaan telah berfungsi secara memadai dan eksposur 

risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan 

serta memenuhi standar kehati-hatian; (2) Pengendalian risiko 

kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: mitigasi 

risiko, pengelolaan posisi, dan risiko portofolio secara aktif, 

penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan 

bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan 

penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala, 



49 
 

 
 

setidaknya satu kali dalam setahun; (3) Bank harus memiliki 

sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah. 

Selain itu, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian 

pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan 

penyaluran pembiayaan.  

e. Sistem informasi manajemen risiko pembiayaan: (1) Sistem ini 

harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap informatif, 

tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh 

eksposur pembiayaan, portofolio pembiayaan serta laporan 

pengecualian limit risiko pembiayaan; (2) Sistem informasi yang 

dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi risiko 

kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya 

penetapan limit, asuransi, agunan, dan lain-lain.65 

8. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

  Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, 

melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan 

pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai 

dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan 

pokok, penjualan agunan, pengambil alihan aset debitur oleh bank, novasi 

                                                           
65 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), hal. 75-78. 



50 
 

 
 

pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset 

perusahaan debitur kepada pihak ketiga.  

Penyelesaian pembiayaan macet melalui saluran hukum antara lain 

dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri, yang 

mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada 

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan 

kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian pembiayaan macet 

melalui kejaksaaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.  

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut 

telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi dapat 

melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan 

penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun 

pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena 

penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan 

akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap 

perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank. 

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan 

merupakan penghapusan/pembebasan utang debitur, tetapi semata-mata 

hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu 

pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke ekstrakompatibel. Oleh 

karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk 



51 
 

 
 

menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset 

bank yang tetap dikelola.66 

C. Likuiditas 

1. Pengertian Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan 

dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.67 Likuiditas 

secara luas diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.68  

Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya 

sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan 

permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam 

meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.69 

Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan 

untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya 

kekurangan.70 Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan 

segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
66 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: YKPN, 

2003),  hal 277-282. 
67 Veithzal Rivai, et, al, Bank and Financial…, hal. 386. 
68 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.178. 
69 Muhammad, Manajemen Bank…, hal. 359. 
70 Veithzal Rivai, et, al, Bank and Financial…, hal. 336. 
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transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang 

mendesak71 

Suatu bank syariah dikatakan likuid apabila: a) Dapat memelihara Giro 

Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dengan ketentuan yang 

berlaku, b) Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden, c) Dapat 

memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang 

tunai.72 

2. Fungsi Likuiditas 

Dalam memenuhi kategori likuid, maka fungsi likuiditas dapat 

disebutkan sebagai berikut: a) Menunjukkan bahwa bank tersebut dalam 

keadaan yang sehat; b) Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen 

kreditnya; c) Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak 

menguntungkan; d) Untuk menghindari dari penyalahgunaan kemudahan 

atau kesan negatif penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas 

dari bank sentral; e) Memperkecil penilaian resiko ketidakmampuan 

membayar kewajiban penarikan dananya.73 

3. Jenis dan Sumber Alat Likuiditas 

Dalam dunia perbankan, dapat disebutkan bahwa jenis-jenis alat likuid 

yang dimiliki oleh bank adalah: a) Kas atau uang tunai (kertas dan logam) 

                                                           
71 Muhammad, Manajemen Bank…, hal. 359-360. 
72 Muhammad, Manajemen Dana…, hal. 66. 
73 Taswan, Manajemen Perbankan ; Konsep, Teknik dan Aplikasi, (Yogyakarta : UPP STIM 

YKPN, 2006), hal. 97. 
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yang tersimpan dalam brankas (khasanah) bank tersebut; b) Saldo dana 

milik bank tersebut yang terdapat pada Bank Sentral (Saldo Giro BI); c) 

Tagihan atau deposito pada bank lain, termasuk bank koresponden; d) Cek 

yang diterima, tetapi masih dalam proses penguangan pada Bank Sentral 

dan bank korespoden. Keempat jenis alat/ harta likuid tersebut sering 

disebut “posisi uang” (money position) bank yang bersangkutan pada saat 

tertentu. 74 

Adapun menurut sumbernya, suatu bank dapat memperoleh alat-alat 

likuid yang diperlukan tersebut diatas dari berbagai sumber, yaitu : 

a. Asset bank yang akan segera jatuh tempo: Kredit pinjaman kepada 

debitur atau cicilan pinjaman yang akan jatuh tempo dapat dianggap 

sebagai sumber lukiditas. Oleh karena itu, dalam kondisi kebijakan 

uang ketat, posisi likuiditas suatu bank akan rawan apabila 

keseluruhan portofolio kreditnya masuk kategori evergreen. Surat-

surat berharga, instrumen pasar uang seperti Bank Acceptance, 

Sertifikat Bank Indonesia, dan sertifikat deposito pada Bank lain yang 

akan segera jatuh tempo, dapat pula dianggap sebagai sumber 

likuiditas dalam golongan ini. 

b. Pasar Uang. Pasar uang adalah sumber likuiditas bank. Namun harus 

diakui bahwa tidak setiap bank mempunyai kemampuan untuk masuk 

                                                           
74 Chairuddin, Analisis Posisi Keuangan dalam 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345678

9/1240/1/manajemen-chairuddin.pdf diakses pada 25 Mei 2018 pukul 13.30 WIB. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1240/1/manajemen-chairuddin.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1240/1/manajemen-chairuddin.pdf
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ke pasar uang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh besarnya suatu bank 

dan persepsi pasar uang atas Credit Worthiness bank tersebut. Dalam 

hal ini, para investor yang meminjamkan uangnya ke bank akan 

melakukan analisa yang mendalam dan selektif terhadap tingkat dan 

konsistensi perkembangan pendapatan bank, kualitas asset, reputasi 

kesehatan manajemen, dan kekuatan modal bank. 

c. Sindikasi kredit. Pembentukan sindikasi kredit, selain bertujuan 

menyiasati legal lending limit (3L) dan menyebarkan risiko, juga 

bertujuan untuk menjalin hubungan dengan bank-bank lain. Dengan 

demikian, ketika mengalami kesulitan lukiditas maka bank tersebut 

dapat menyidikasi sebagian portofolio kreditnya kepada bank lain 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

d. Cadangan likuiditas. Khusunya bank yang tidak dapat segera 

memperoleh dana pada saat diperlukan, bank tersebut biasanya 

membentuk cadangan likuiditas. Cadangan likuiditas biasanya 

dibentuk dengan cara memelihara saldo Kas dan Giro BI pada batas 

maksimal yang diperbolehkan. 

e. Sumber dana yang sifatnya Last Resort. Salah satu sumber likuiditas 

yang sifatnya last resort, yang umum digunakan oleh kebanyakan 

bank adalah fasilitas line of credit dari bank lain. Bank yang menjalin 

hubungan koresponden dengan bank lain kemungkinan dapat meminta 

fasilitas stand by line of credit dari bank korespondennya tersebut. 
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Selain itu, Bank Sentral bertindak sebagai leader of last resort untuk 

dunia perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Namun bantuan 

dana dari bank sentral biasanya baru akan dimanfaatkan oleh bank 

yang kesulitan likuiditas apabila sumber-sumber likuiditas lainnya 

tidak cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya.75 

Jika dilakukan klasifikasi jenis alat likuid menurut pos pembukuan 

dalam necara, alat likuid yang dimasukkan kedalam pos-pos tertentu ini 

adalah saldo masing-masing jenis alat likuid pada tanggal terakhir pada 

masa laporan likuiditas. Dalam hal ini, jenis alat likuid dimasukkan pada 

pos-pos aktiva, sedangkan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga yang 

harus ditutup dengan alat likuid tersebut dimasukkan pada pos-pos pasiva. 

Klasifikasi masing-masing pos tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) 

Aktiva, terdiri dari kas, Bank Indonesia yaitu semua simpanan/tagihan 

bank bersangkutan dalam Rupiah kepada Bank Indonesia seperti saldo 

giro BI dan lainnya, surat-surat berharga dan tagihan lainnya, antar bank 

aktiva, kredit yang diberikan; b) Pasiva terdiri dari giro, simpanan 

berjangka, tabungan, antar bank pasiva, kewajiban lainnya yang segera 

jatuh tempo, yaitu semua kewajiban dalam rupiah yang setiap dapat 

ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya kiriman 

uang.76 

                                                           
75 Ibid., hal. 3. 
76 Ibid., hal. 3. 
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4. Pentingnya Likuiditas Bagi Perbankan 

Bagi dunia perbankan, likuiditas penting sekali karena berkaitan 

dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk membina hubungan 

baik dengan nasabah, pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap 

pembiayaan maupun transaksi bisnis lainnya.77  

Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan kunci penting 

menjaga stabilitas bank.78 Kepercayaan nasabah terhadap bank bisa jadi 

akan berkurang ketika pihak bank kekurangan dana dalam memenuhi 

permintaan pembiayaan atau penarikan dananya. Untuk menjaga 

kemungkinan tersebut, bank harus pandai di dalam pengelolaan dananya. 

Jangan sampai terjadi pada waktu dibutuhkan dana, terjadi kekurangan 

dana. Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelebihan dana memberi akibat 

yang tidak baik pula terhadap bank.79 Likuiditas yang tersedia harus 

cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan 

operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan 

menurunkan efisiensi  dan berdampak pada rendahnya tingkat 

profitabilitas.80  

                                                           
77 Sri Hayati, Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) untuk Bank Perkreditan Rakyat dan 

Lembaga Keuangan MIkro, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hal. 44. 
78 Sri Hayati, Manajemen Aset…, hal. 32. 
79 Taswan, Manajemen Perbankan…, hal. 87. 
80 Muhammad, Manajemen Bank…, hal. 359. 
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Penjagaan likuiditas bank diartikan sebagai suatu pengendalian dari 

alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban 

bank yang segera harus dibayar.81 Dalam mengelola likuiditas, selalu akan 

terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas 

dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam 

menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif 

lebih besar dari yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari 

kesulitan likuiditas. Disisi lain, bank juga dihadapkan pada biaya yang 

besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan.82 

Pada dasarnya keberhasilan bank dalam menjaga likuiditas dapat 

diketahui dari: a) Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di 

waktu yang akan datang; b) Kemampuan untuk memenuhi permintaan 

akan cash dengan menukarkan harta lancarnya; atau c) Kemampuan 

memperoleh cash secara mudah dengan biaya yang sedikit; atau d) 

Kemampuan pendataan pergerakan cash in dan cash out dana (cash flow); 

e) Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan 

aktiva tetap apa pun ke dalam cash.83  

  

                                                           
81 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Cetakan I,(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 

65. 
82 Veithzal Rivai, et, al, Bank and Financial…, hal. 336. 
83 Veithzal Rivai, et, al, Bank and Financial…, hal. 386. 
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5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Likuiditas 

Metode dan cara pengelolaan likuiditas yang diterapkan oleh masing-

masing bank secara praktis akan saling berbeda, tergantung kepada 

metode manajemen dana yang diterapkan dan garis kebijakan dalam 

pengelolaan likuiditas. Namun demikian, terdapat kesamaan dalam 

prinsip-prinsip mendasar yang menjadi bingkai (frame work) pengelolaan 

likuiditas. Pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara hati-hati dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Oleh karena itu dalam 

pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip 

pengelolaan likuiditas yaitu : 

a. Bank harus memiliki sumber dana inti (core source of fund) yang 

sesuai dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan 

sumber dana yang ada dimasyarakat, serta yang cocok pula dengan 

mekanisme pengumpulan dana yang berlaku ditempat bank tersebut 

berada. 

b. Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan 

dengan hati-hati. Oleh karena itu harus diperhatikan komposisi sumber 

dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, 

tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, 

produk-produk dana yang dimiliki dan sebagainya. 

c. Bank harus diperhatikan different price for different customer didalam 

penempatan dananya. Dan price (tingkat suku bunga) tersebut harus 
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diatas tingkat suku bunga dana yang dipakainya, atau dengan kata lain, 

tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat 

floating. 

d. Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan 

akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi maturity gap dengan 

penempatannya (placement).Oleh karena itu perlu diperhatikan prinsip 

pemenuhan kebutuhan dana yang sering menjadi acuan, yaitu : 1) 

Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber-sumber 

dana jangka pendek; 2) Kebutuhan dana jangka panjang harus 

dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka panjang. 

e. Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga dana tersebut selalu 

berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya 

(volatile). Oleh karena itu, agar bank tidak kehilangan sumber dananya 

karena nasabah pindah ke bank lain maka bank harus memiliki pricing 

policy yang baik, disamping harus mempunyai marketing strategy 

yang minimal mencakup strategi dibidang Product Quality, Product 

Placement, Promotion, Product Pricing, Power, dan.Public Relation. 

f. Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan 

sumber-sumber dananya ke aktiva. Sesuai ketentuan perbankan yang 

ada saat ini, ekspansi aktiva suatu bank akan dibatasi oleh faktor-

faktor: 1) Aktiva tertimbang menurut risiko (Risk Weighted Asset); 2) 

Capital Adequanty Ratio (CAR); 3) Net Open Position (NOP); 4) 
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Loan to Deposit Ratio (LDR); 5) Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK) atau Legal Lending Limit; 6) Persentase Kredit Usaha Kecil 

(KUK) harus lebih besar dari 20%.84 

6. Metode dan Pendekatan dalam Pengelolaan Likuiditas Bank 

Secara umum, metode yang digunakan oleh manajemen perbankan 

dalam menetapkan policy likuiditasnya berbeda antara suatu bank dengan 

bank lainnya,yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kehati-hatian 

(prudential) maupun tujuan pencapaian pendapatan optimal. Pendekan 

yang dapat ditempuh oleh manajemen bank dalam menetapkan policy 

likuiditasnya secara umum dapat dibagi menjadi lima pendekatan, yaitu : 

a) Self liquiditing approach yaitu pendekatan peningkatan likuiditas bank 

melalui peningkatan pembayaran kembali kredit dan penanaman dalam 

surat-surat berharga, sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dengan cara 

demikian aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan sebagai alat likuid, 

khususnya untuk membiayai permintaan kredit baru ataupun 

diinvestasikan kembali dalam surat-surat berharga; b) Asset Sale Ability 

atau Asset Shift Ability, yaitu meningkatkan likuiditas dengan cara 

melakukan likuidasi (penjualan) terhadap asset-asset lainnya yang tidak 

produktif; c) New Fund, yaitu meningkatkan likuiditas dengan 

menciptakan sumber-sumber dana yang baru, baik dari masyarakat 

maupun dari dunia perbankan, misalnya menciptakan Traveller Check, 

                                                           
84 Chairuddin, Analisis Posisi…, hal. 4. 
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Credit Card, deposito-deposito berjangka dan lain-lain; d) Borrowers 

Earning Flow, yaitu meningkatkan likuiditas melalui usaha yang lebih giat 

dalam menjaga kelancaran penerimaan angsuran dan bunga dari kredit 

yang diberikannya; e) Reserve Discount Window to Central Bank As 

lender of Last Resort, yaitu meningkatkan likuiditas dengan jalan 

mengadakan pinjaman kepada Bank Sentral sebagai pemberi pinjaman 

yang terakhir.85 

7. Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Likuiditas Bank 

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil, 

bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada 

ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya.86 Pembiayaan 

merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perbankan sebagai 

lembaga intermediasi. Bahkan sebagian besar bank masih mengandalkan 

sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan.87 

Risiko kredit adalah risiko debitur tidak akan memenuhi kewajibannya 

tepat pada waktunya (keterlembatan angsuran atau pelunasan) atau lalai 

membayar. Risiko kredit ini dapat menimbulkan risiko likuiditas.88 Risiko 

likuiditas adalah risiko risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan  arus kas, 

                                                           
85 Ibid., hal. 5. 
86 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.178. 
87 Veithzal Rivai, et, al, Bank and Financial…, hal. 724. 
88 Ibid., hal. 73. 
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dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.89 Risiko likuiditas 

dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), 

treasury, dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Hal ini 

dapat dilihat pada proses saat bank memberikan pinjaman atau melakukan 

investasi.90 

Penilaian pemberian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi 

berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya dapat 

mengakibatkan risiko terjadinya kredit macet semakin besar. Risiko ini 

akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. 

Turunnya penjualan akan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga 

perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar 

utang-utangnya.  

Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan 

memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak 

sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan 

mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet 

yang cukup besar. Oleh karena itu, pihak bank harus senantiasa mengelola 

segala risiko pembiayaannya agar bank mampu menjaga likuiditasnya. 

                                                           
89 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2017), hal. 136. 
90 Veithzal Rivai, et, al, Bank and Financial...., hal. 819. 
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Pertama-tama perlu diatur posisi keuangan untuk menghadapi 

kejadian-kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari yang terjadi pada bank 

adalah penarikan deposito yang sudah jatuh tempo atau permintaan 

pembiayaan nasabah. Kalau dilihat dari sisi neraca pada bagian aktiva, 

apabila permintaan pembiayaan sedang-sedang saja, bank masih dapat 

menyediakan dana. Akan tetapi, apabila permintaan pembiayaan menjadi 

banyak, melebihi kebiasaan, maka pengelolaan dana menjadi hal yang 

sangat penting.  

Selain itu, dengan jumlah pembiayaan yang besar maka bank harus 

senantiasa mampu mengelola dan mengantisipasi segala risiko yang 

mungkin terjadi agar tidak terjadi pembiayaan macet atau gagal bayar 

dalam pembiayaan.91 Semakin bagus manajemen risiko pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank maka risiko terjadinya gagal bayar akan semakin 

kecil dan diharapkan likuiditas bank juga akan semakin bagus karena 

pendapatan bank dari bisnis pembiayaan menjadi lancar.  

Meskipun dalam menjaga likuditas tidak hanya aspek pembiayaan 

yang perlu diperhatikan karena menjaga likuiditas berarti bank harus 

mampu mengelola asset dan liabilities dengan baik. Namun dalam hal ini 

lebih ditekankan pada pengelolaan asset yang erat kaitannya dengan 

pembiayaan.92 

                                                           
91 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.181. 

92 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah…, hal.181. 
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Sedangkan pada sisi liabilities, meskipun deposito berjangka 

mempunyai jangka waktu tertentu untuk jatuh temponya, ternyata bank 

tetap dihadapkan pada uncertainty. Artinya setiap saat nasabah akan dapat 

menarik dananya, meskipun dengan risiko ada denda penalti karena belum 

tepat tanggal jatuh temponya, deposito sudah dicairkan. Jadi tetap 

diperlukan suatu tindakan berjaga-jaga terhadap adanya segala 

kemungkinan demi menjaga likuiditas dan reputasi bank. 

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa pengalokasian dana bank 

menurut prioritas adalah sangat penting. Adanya secondary reserve, di 

mana bank dapat mencairkan surat berharganya dengan tidak mengalami 

kerugian, merupakan salah satu jalan untuk mengatasi kesulitan 

likuiditas.93 

D. Penelitian Terdahulu 

Studi Hikmah memiliki tujuan mengetahui prosedur dan pengawasan 

pemberian kredit dan strategi mempertahankan likuiditas pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Batu Artorejo. Menggunakan metode kualitatif 

deskriptif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa prosedur dan 

pengawasan pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Batu Artorejo 

bisa dikatakan cukup baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

tingkat likuiditas belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan pada rasio 

LDR yang menurun akibat penyaluran kredit yang begitu besar dan tingkat 

                                                           
93 Sri Hayati, Manajemen Aset…, hal. 36-37. 
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kredit macet. Namun jika dilihat dari rasio NPL yang terus menurun 

menunjukkan bahwa prosedur dan pengawasan yang diterapkan dengan baik 

dan sesuai dengan ketentuan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada 

saat penyaluran kredit.94 Persamaan penelitian Nikmah dengan penulis yaitu 

pada variabel likuiditas dan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan 

perbedaan terletak pada variabel dependen dan objek penelitian. 

Widyaningrum melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 

efektivitas pengelolaan kredit dalam upaya meningkatkan likuiditas PT. BPR 

Grogol Joyo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif menghasilkan 

kesimpulan Efektivitas pengelolaan kredit dalam upaya peningkatan 

Likuiditas yang dilakukan oleh PT. BPR Grogol Joyo adalah baik atau telah 

memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia dan atau 

manajemen bank senantiasa mengupayakan untuk memenuhi standar yang di 

tetapkan oleh otoritas moneter.95 Persamaan terletak pada variabel dependen 

dan metode penelitian, sedangkan perbedaan pada variabel independen dan 

lokasi penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosa bertujuan menganalisis manajemen 

risiko kredit bank syariah pada BNI Syariah cabang Kusumanegara 

Yogyakarta. Rosa memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

                                                           
94 Nur Hikmah, Skrripsi, Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit untuk 

Mempertahankan Likuiditas Perusahaan pada PT. BPR Artorejo Tahun 2012-2015, (Malang, t.p, 

2016). 
95 Septian Fika Widyaningrum, Tugas Akhir, Analisis Efektivitas Pengelolaan Kredit Dalam 

Upaya Peningkatan Tingkat Likuiditas pada PT. BPR Grogol Joyo, (Surakarta, t.p, 2010). 
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deskriptif. Menghasilkan kesimpulan bahwa Bank BNI Syariah khususnya di 

BNI Syariah cabang Kusumanegara Yogyakarta dikatakan bank yang sehat 

karena dilihat dari manajemen risiko kredit di Bank BNI Syariah, untuk 

pengelolaan risiko secara umum telah dilakukan dengan baik karena sudah 

sesuai dengan penerapan konsep Enterprise Risk Manajemen yang salah 

satunya adalah menerapkan manajemen risiko. Bank BNI Syariah cabang 

Kusumanegara Yogyakarta secara keseluruhan dapat mempertahankan 

peringkat tingkat kesehatan bank berbasis risiko sepanjang tahun 2016, hal ini 

terbukti dari perkembangan tingkat risiko dari tahun 2014 sampai 2016 bahwa 

berada pada predikat Low to Moderate dengan kualitas penerapan manajemen 

risiko yang berpredikat Satisfactory atau memadai.96 

Persamaan penelitian Rosa dengan penelitian penulis yaitu variabel 

independen implementasi manajemen risiko kredit dan metode penelitian 

yang digunakan. Perbedaannya terdapat pada variabel dependen likuiditas, 

sedangkan Rosa hanya memiliki satu variabel. Objek penelitian penulis di 

BMI KCP Ponorogo, Jawa Timur, sedangkan Rosa di BNI Syariah Cabang 

Kusumanegara Yogyakarta. 

Selanjutnya Fairuza melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 

penerapan manajemen risiko sebagai alat untuk meminimalkan risiko kredit 

dan mengetahui efektivitas manajemen risiko dalam meminimalkan risiko 

                                                           
96 Ris Serly Agnesia Rosa, Skripsi. Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah (Studi 

Kasus Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta), (Yogyakarta: t.p, 2017). 
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kredit di PT BRI Kanca Malang Kawi.97 Jenis metode penelitian yang dipilih 

adalah kualitatif deskriptif.98 Penerapan manajemen risiko kredit PT. BRI 

Kanca Malang Kawi dilakukan dengan 3 tahapan, pertama adalah 

pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit, kedua 

adalah pengukuran risiko kredit dan ketiga adalah pengelolaan dan 

pengendalian risiko kredit. Penerapan manajemen risiko kredit telah berjalan 

efektif, dibuktikan dengan adanya penurunan risiko kredit pada tahun 2012 

jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2011 serta rasio NPL tahun 2012 

berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain 

itu, kredit hapus buku tahun 2012 dalam jumlah yang kecil sehingga 

penggunaan CKPN tidak terlalu banyak.99 

Persamaan penelitian penulis dengan Fairuza adalah manajemen risiko 

kredit dan metode penelitian yang digunakan, sedangkan perbedaannya 

terdapat pada variabel dependen dan lokasi penelitian. Jika Fairuza meneliti di 

PT. BRI Kanca Malang Kawi, peneliti memilih BMI KCP Ponorogo sebagai 

lokasi penelitian. 

Penelitian kolektif yang dilakukan oleh Imanah, Riyantika, dan Sudarsih 

bertujuan: (1) mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan yang 

diterapkan; (2) mengetahui implementasi  manajemen risiko pembiayaan 

                                                           
97 Denes Ahmad Fairuza, Jurnal. Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk 

Meminimalisir Risiko Kredit, (Malang: t.p, 2013), hal. 1. 
98 Ibid., hal. 4. 
99 Ibid., hal. 7. 
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dalam upaya meningkatkan profitabilitas di BPRS Khasanah Ummat 

Purwokerto. 100 Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan 

dengan pendekatan studi kasus.101 Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 

(1) Implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat 

telah sesuai dengan arahan dan teori yang digunakan pada BPRS Khasanah 

Ummat yaitu meliputi; pertama pemasaran pembiayaan yang menggunakan 

pendekatan produk-produk dan pendekatan kelembagaan yang terkait dengan 

BPRS. Kedua prosedur pembiayaan yang meliputi prosedur persetujuan 

pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. 

Ketiga pengawasan pembiayaan terdapat dua cara pengawasan pembiayaan, 

yaitu pengawasan secara administratif dan pengawasan secara langsung. 

Keempat pengelolaan pembiayaan bermasalah, langkah untuk mencegah 

pembiayaan bermasalah adalah mentaati prosedur dan persyaratan pemberian 

pembiayaan, tidak bersifat obyektif dalam proses proposal pembiayaan, tidak 

bersikap spekulatif dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Kelima 

penyelesaian pembiayaan bermasalah meliputi meneruskan hubungan kepada 

nasabah, menjual barang jaminan, penyitaan barang jaminan pembiayaan, dan 

                                                           
100 Fina Dairotun Imanah dkk , Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya 

Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto), (Purwokerto: 

t.p, 2015), hal. 6. 
101 Ibid., hal. 40. 
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evaluasi; (2) Implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di 

BPRS Khasanah Ummat mempunyai pengaruh terhadap profitabilitasnya.102 

Persamaan penelitian Imanah dkk dengan penelitian penulis yaitu variabel 

independen yakni manajemen risiko pembiayaan, jenis dan pendekatan 

penelitian. Perbedaannya terdapat pada variabel dependen Imanah dkk 

meningkatkan profitabilitas, sedangkan penulis menggunakan variabel 

dependen upaya menjaga likuiditas. Objek penelitian dilakukan di BPRS 

Khasanah Ummat Purwokerto, sedangkan penulis mengambil lokasi 

penelitian di BMI KCP Ponorogo, Jawa Timur.  

  

                                                           
102 Ibid., hal. 83. 
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E. Kerangka Konsep 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pemicu kebangkrutan bank bukan semata karena banyaknya tingkat 

kerugian, akan tetapi banyak dipengaruhi oleh kegagalan menyediakan 

likuiditas. Semakin bagus manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh 

bank maka risiko pembiayaan bermasalah  seperti terjadinya gagal bayar akan 

semakin kecil dan diharapkan likuiditas BMI KCP Ponorogo juga akan 

semakin bagus karena pendapatan bank dari bisnis pembiayaan menjadi 

lancar. 
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